
 
 

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR    9   TAHUN 2014 
TENTANG 

BIMBINGAN MANASIK BAGI JEMAAH HAJI REGULER  

OLEH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat Kecamatan, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang 
Bimbingan Manasik bagi Jemaah Haji Reguler oleh Kantor 
Urusan Agama Kecamatan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang  
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5061); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 

Kementerian Negara; 

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 

Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara; 

5. Peraturan ... 



 
 

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) 
sebagaimana yang telah dua kali diubah dengan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1202); 

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian 
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 851); 

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG BIMBINGAN 
MANASIK BAGI JEMAAH HAJI REGULER OLEH KANTOR 

URUSAN AGAMA KECAMATAN. 

Pasal 1 

(1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan 

bimbingan manasik bagi jemaah haji reguler. 

(2) Dalam menyelenggarakan bimbingan manasik bagi jemaah haji reguler 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat kecamatan 
dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan. 

Pasal 2 

Bimbingan manasik bagi jemaah haji reguler sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1, paling sedikit memuat materi: 

a. pelaksanaan ibadah haji dan umrah; 

b. perjalanan dan pelayanan haji; 

c. kesehatan; dan 

d. kemabruran haji. 

Pasal 3 

Dalam pelaksanaan bimbingan manasik bagi jemaah haji reguler sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Urusan Agama kecamatan melakukan hal-
hal sebagai berikut: 

a. merencanakan pelaksanaan bimbingan manasik haji; 

b. melaksanakan bimbingan manasik haji; dan 

c. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan bimbingan manasik haji. 

Pasal 4 

Pelaksanaan bimbingan manasik bagi jemaah haji reguler sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan secara berjenjang kepada Direktur 

Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam. 

Pasal 5 ... 



Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum, materi, dan pedoman
pelaksanaan bimbingan manasik haji ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 6

Pelaksanaan bimbingan manasik bagi jemaah haji reguler sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 7

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 625

uai dengan aslinya
fltetian Agama RI

Kerja. Sama Luar Negeri
>'"

ad Gunaryo, M.Soc.Sc^i
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